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ABSTRACT 
 
Akik Zaman, T310911003, Doctoral Program of Law, Faculty of Law, 
Universitas Sebelas Maret. Principles of Checks and Balances Based on 
Community Participation Between Regional Head and Local Parlement In 
Implementation of Local Government. 
 
 The research in this dissertation aims to find norms of ideal principles of 
checks and balances based on community participation between the Regional Head 
and the Local Parlement in the administration of the Regional Government. The 
finding of ideal principle norms is needed to be able to regulate the dynamics of the 
relationship between the Regional Head, Local Parlement and the community.  
Unbalancing of relations will reduce the meaning and role that can lead to disruption 
of the objectives of the implementation of Regional Government. 
 
 In order to solve the problem, the research in this dissertation uses normative 
research type with legal, conceptual, historical, comparative and case approach with 
prescriptive analysis of checks and balances principle based on community 
participation between the Head of Region and Local Parlement in the implementation 
of Regional Government, that the elements of the Regional Government organizers 
are positioned to offset each other and to supervise. A democratic and nomocratic 
government ensures that public participation goes well as part of public transparency 
and responsibility with the support of Local Governments working under good 
governance.	

 The result of the research shows that the relation of Head of Region and the 
Local Parlement has not reflected the principle of checks and balances and has not 
madmadee the participation of the community as a base in the implementation of 
Regional Government, this can lead to decreasing the meaning of democracy and 
public transparency and degrading the quality of the Regional Government. 
 
 The solution offered is a norm formula that is in line with the ideal principle 
of checks and balances based on community participation between the Regional Head 
and the Local Parlement in the implementation of Regional Government which 
further plays a role in avoiding tension and maintaining a better, transparent and 
accountable relationship to the Regional Head and the Local Parlement. 
 
Keywords: checks and balances, Local Government, and community participation 
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ABSTRAK 

Akik Zaman, T310911003, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. Prinsip Checks and Balances Berbasis Partisipasi 
Masyarakat Antara Kepala Daerah dan DPRD Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah.  
 

Penelitian dalam Disertasi ini, bertujuan untuk menemukan norma prinsip 
ideal checks and balances berbasis partisipasi masyarakat antara Kepala Daerah dan 
DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penemuan norma prinsip ideal 
diperlukan untuk dapat mengatur dinamika hubungan antara Kepala Daerah, DPRD 
dan masyarakat. Ketidak seimbangan hubungan dimaksud akan mengurangi makna 
dan peran masing-masing yang dapat mengakibatkan terganggunya tujuan 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

 
 Guna menjawab permasalahan tersebut, penelitian dalam Disertasi ini 
menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, 
konseptual, historis, komparatif dan pendekatan kasus dengan analisis preskriptif 
tentang prinsip checks and balances berbasis partisipasi masyarakat antara Kepala 
Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,  yang 
menggariskan bahwa unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan  Daerah diposisikan 
untuk saling mengimbangi dan mengawasi. Pemerintahan yang menganut sistem 
demokrasi dan nomokrasi memastikan bahwa partisipasi masyarakat berjalan dengan 
baik sebagai bagian dari transparansi dan tanggung jawab publik dengan dukungan 
Pemerintahan Daerah yang bekerja menurut tata kelola yang baik. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi Kepala Daerah dan DPRD belum 
mencerminkan prinsip checks and balances dan belum menjadikan partisipasi 
masyarakat sebagai basis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, hal ini bisa 
mendorong berkurangnya makna demokrasi dan transparansi publik serta 
menurunkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
 
 Solusi yang ditawarkan adalah rumusan norma yang sejalan dengan prinsip 
ideal checks and balances berbasis partisipasi masyarakat antara Kepala Daerah dan 
DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya berperan 
menghindarkan dari kebutuaan dan ketegangan serta menjaga hubungan Kepala 
Daerah dan DPRD yang sehat, transparan dan akuntabel. 
 
 
Kata kunci: checks and balances, Pemerintahan Daerah, dan partisipasi masyarakat 	
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